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PROVINSI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR J2 flj.,itttr 2]1i9

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWORB,IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.TO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
barang dan/atau jasa kebuhrhan dasar yang
berstandar secara minimal sesuai dengan jenis
pelayanan dasar dan mutrr pelayanan dasar;

b. bahwa upaya percepatan temrujudnya
kesejahteraan masyarakat dalam linglungarr
strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip
pemerataan dan keadilan, salah sahrnya
diwqiudkan melalui penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

c. batrwa unhrk memberikan dasar hukum dart
pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah I(abupaten Rrrurorejo,
diperlukar,r pengaturan dan landasan hukum yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimd<sud dalam huruf a, dan hut:trf b, dan hunrf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah l(abupaten hrrworejo ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerakr-Daerah I(abupaten Dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaxt
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6174);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO Tahun
2O18 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 154O);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PEMERII,ITAH KABUPATEN PURWORE.,O.

PEDOMAN
MIMMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagan Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah l(abupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangfut Daerah adalah Perangl<a.t Daerah Kabupaten Purrorejo.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM,

adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.
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11. Mutu

6. Penerapan SpM adalah SPM yang dimulai daritahapan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan
Pelayanan Dasar, nencana pemenuhan Pelayanan
Dasar dan pelaksanaan Dasar.7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.8. Pelayanan Dasar adalah publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa
dengan kualitas dan jumlah teftentu yang berhak diperoleh oleh
setiap individu agar dapat hidup secara layak

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitasbarang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya
secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar
teknis agar hidup secara layak.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalambentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adatah aktivitas yang

dalam rangka
oleh Perangkat Daerah untuk menghasillran keluaran
mencapai hasil suatu program

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akanatau telah dicapai seh dengan penggunaan anggafan
dengan kuantitas dan kuatitas yang terukur.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk

keluaran atau hasil.
16. Anggaran dan Belanja Daerah, yang

disingkat APBD, adalah rencarxa keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau yang akan kembali, baik pada
tahun anggaran yang
berikutnya.

uraupun pada tahun anggaran

18. Standar Teknis adalal-r standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tati
cara pemenuhan standar.

19. Satuan Polisi Pamong Praja, yang
adalah perangkat daerah yang
Peraturan Daerah dan Perahrran Kepala Daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman serta

disebut Satpol PP
dibentuk untuk

sia asli dan orang bangsa20. Warga Negara adalah orang bangsa
lain yang disahkan sesuai dengan ketenttran perahrran perundang
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21. Rencana Per-r-rbangunan Jangka Menengah Daerah, vans
lelanjutnya -disingkat_ _RPJMD; adalah ao"tumen 

-;;;d;;
-- Daerah untuk periode S (lima) tahun.
22. Rencana P_embangunan T.I"1* Daerah, yang selanjutnya disebut

Re-ncana- Kerja pemerintah Daerah, y#g ;t rj"dry;at"ir[;;
RKPD, adalah dokumen perencanaan oleriir untuft;;od; ils.nT;itahun.

23. Rencana_ltr"!"Fg fe3ngkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renstra PD, adalah dokumin perencanaair pe-rangkai oairar, urrtur.periode 5 (lima) tahun.

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja
PD, adalah dokumen perencanaan neraigfat O."6fr;t"k pil;e;
1 (satu) tahun.

Maksud, *?ffiT"f flr*,, Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diteaapkan delgan maksud sebagai pedoman bagiPemerintah Daerah dan perangkat Dierah dalam peneiapin SpM.

Pasal 3

feraturqn Bupati ini ditetaplan-dengan hrjuan untuk membangun
keterpaduan Perangkat Daerah dalam meneralkan SpM.

Pasal 4

Ruang lin€kup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:
organlsasr;
jenis SPM;
penerapan dan pemenuhan SpM
pembiayaan;
monitoring dan evaluasi; dan
pelaporan.

BAB N

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Peraturan Bupali ini membentuk Tim penerapan SpM Kabupaten
Purworejo untuk melaksanakan koordinasi penerapan Spilt di
Daerah.

(2) SJrsunan keanggotaan Tim Penerapan SpM Kabupaten ptrrworejo
ditetapkan dengan Keputusan aupati.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

e



Pasal 6

(l) Ir Penerapan sPM sebagaimana dimaksud dalam pasar s avat (11
berkedudukan di Bagian pemerintahan S;Lt rf;- ffi;iiI(abupaten hrrworejo.

(2) Tim Penerapan SpM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiriatas:
a. penanggungjawab : Bupati;
b. wakil penanggung jawab : Wai<il Aupati purworejo;
c. ketua : SekreArii Daerah I(abupaten

oPurrrorej
d. wakil ketua

e. sekretaris

f. anggota

Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Daerah l(abupaten
Purworejo;
Kepala Bagian pemerintahan
Sekretariat Daerah I(abupaten
Rrrworejo;
Kepall Perangkat Daerah yang
membidangi Urusan pemerintahan
Wajib terkait pelayanan Dasar,
pengelolaan keuangan daerah,
kepegawaian, inspektorat dan/atau
Perangkat Daerah lainnya sesuai
kebutuhan.

(3) Tim Penerapan SpM gelagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana aksi penerapan SpM;
b. melakukan koordine.si penerapan Spfvf dengan perangkat

Daerah pengampu SpM;
c' mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
- terhadap data terkait kondisi penerapan SpM secara periodik; 

--
d. mengkoordinasikan integraii Spi{ ke dalam 

- 
dokumen

perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SpM
terintegrasi ke dalam Rencana Kerja pemerint t O"ir"f, a.r,
Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan r*r*
dan teknisnya;

e. mengkoordinasikan integrasi SpM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SpM
terintegrasi ke dalam ApBD;

f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan
SPM di Daerah;

g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di Daerah;

h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SpM di Daerah;i. melakukan sosialisasi penerapan SpM kepada p"*.kiian
masyarakat sebagai penerima manfaat;
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j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkaitpenerapan sP.M d11__me,ngkonsolidisikan rapoian p"rr"r"p"t
9:" pencapaian spM di Daerah, termasu'k l"pr;;- i"redisampaikan 

- masyarakat meralui sistem inforinasi
. pemb_angunan daerah yang terintegrasi; dank. mengkoordinasikan pencapaia; 'berdasarkan 

laporanpe-nyelengg€raan Pemerintahan Daerah dan melalmkan analisis
sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

(1) untuk mendukung pelaksanaan ttrgas Tim penerapan spMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk SekreLriat Tim
P_enerapan 9PM Ke.bupaten hrrrg1"j9 yang ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Tim penerapan spM kauupat n Rrrworejo.

(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM I(abupaten hrrworejo sebagaimanadlnaksgd pa+ ayat (1) mempunyai Lrg"" memberikan d;kunganteknis dan administrasi peraksan""n Iug"s Tim penerapan spM
Kabupaten Rrrworejo.

(3) Sekretariat Tim Penerapan SPM l(abupaten Rrrworejo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a- Ketua dliabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Rrrworejo;
b. sekretaris diiabat oleh Kepala subbagian otonomi Daerah

Bagran Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten R.rrworejo;c. Anggota terdiri atas unsur Bagran Pemerintihan Sekretai.iat
Daerah K,abupaten hrrwordo dan/atau unsur perangkat
Daeratr terkait lainnya sesuai kebuhrhan.

Pasal 7

BAB III

JENIS SPM

Bagran Kesattr
Umum

Pasal 8

(1) Jenis SPM terdiri atas SpM:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. penrmahan rakyat;
e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

dan
f. sosial.
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(2) Materi muatan SpM mencakup:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b, Mutu Pelayanan Dasar; danc. penerima pelayanan Dasar.

(3) petiap Jenis Pelayanan Dasar hanrs memiliki Mutu pelayanan
Dasar.

Bagian Kedua
SPM Pendidikan

Pasal 9

(1) Jenis Pelayanan D3y" pad3- SpM pendidikan sebagaimanadimaksud dalam pasal a ayai 1ty huruf a t""di"i 
"t"",a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai Stand; t"mi" Spfr{pendidikan yang paling sedikit mencakup:a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;b' standar jumrah dan kuaritas penaiJit dan tenaga kependidikan;

dan
c. tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima Pelayanan Dasar_ untuk setiap Jenis pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Nigara a"-"gn
ketentuan:
a. usja 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis
. Pelayanan Dasar pendidikan anfu usia dini;'b. gsla 7 (tujuh) tarr'iun sampai dengan f5 (lima belas) tahun Jenis

Pelayanan Dasar pendidikan dasar;c. penerima jenis pelayanan dasar pendidikan pada pendidikan
kesetaraan merupakan-pesgrta Didik y.rrg U"r,r.i"' r-(t"fii
tahun sampai dengan 1g (delapan belasi taliun Jenis pehy#ari
Dasar pendidikan pada pendidikan keseiaraan.

(4) P.emenuhan-SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

"i,Uaj.ipriori as belan-ia daerah sesuai dengan l"t"-r.tui p;t"r;
perundang-undangan.

(5) Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar pada SpM pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman paaa p";t"";
Menteri- yang menyelenggarakan urusan 

-pemerintahan 
ai Uiaani

pendidikan.
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Bagian Ketiga
SPM Kesehatan

Pasal 1O

(1)

(2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan
preventif sebagaimqna dimaksud pada ayat (t)
a,
b.
c.
d.
e.

e. usia

diagnosis dini
spesifik;
dan pengo

rehabilitasi.
kecacatan; dan

batan tepat;

Pelayanan Dasar pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar

(3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Dasar
dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SpM

kesehatan yang paling sedikit memuat:

a. ibu hamil untuk Jenis
ibu hamil;

Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan

a. standarjumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;b. standar jumlah dan kualitas perJonetfsumUl, aaya manusiakesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SpM kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (f) yaitu Warga N"g.r. J""g;ketentuan:

b. ibu bersalin untuk Jenis
ibu bersalin;

c. bayi baru lahir untuk
kesehatan bayi baru lahlr;

d. balita untuk Jenis

kesehatan

pelayanan

Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
dasar untuk Jenis

kesehatan pada usla pendidikan dasar;
Dasar pelayanan
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untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan
kesehatan pada usia produktif;

g. usia Lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan
pada usia lanjut;

h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan
kesehatan penderita hipertensi;

i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar
pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus orang dengan
gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar peLayanan
kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

j. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar
pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

k. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human Immrrnodeficiency Virus) untuk
Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia (Hum.an Immundeficienq Virusl.

(5) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan

f. usia

Menteri yang
kesehatan.

urusan di bidang

Bagan Keempat
SPM Pekerjaan Umum

Pasal 11

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ilEir.nm
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf c terdiri atas :

a. kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SPM

pekerjaan umum yang paling sedikit memuat:
a. Mutu Pelayanan Dasar pokok air

minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air
minum sesuai dengan ketentuan
undangan; dan

b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik
kuantitas dan kualitas pelayanan
standar, prosedur, dan kriteria.

sesuai dengan nortna,

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seti F Warya Negara
dengan ketentuan:
a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pa.da masyarakat miskin

atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan
akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan

q_



b. rumah 
- tangga yang termasuk dalan

g9ng.olrhan Ei LIb"h domgstik tt sk"J,.J.flr?#",T"Hffidiprioritaskan oada masyarakat misfin.atau tidak mampu danberdomisili 
""at'" "r" ue"risifJp#;il;t air limbah domestikdan dekat badan arr.

(a) Standar Teknis Mutu peLayanan Dasar pada SpM pekerjaan umumsebagaimana dimaksud pia". 
"v"t lzt uliJaor"".i p"a;;";;;;;

Y":lEl"itlf #:nvelenggarakan"[i""-rt-"'r"-ti;;i';iffi;
Bagan Kelima

SPM Perumahan Ralryat

Pasal 12

(2) Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) huruf b berupa:

(1) Jenis Pelayanan Dasar-pada Spl\{ perumahan.Rakyat sebagaimanadimaksud dalam pasal e avat tfihunfTtiJrr, 
"o",a. penyediaan d* r:l3!fuFdi'**an t;; l.y.fiuni bagi korban. FTg** lingkup kabupaten; danD. rasrlrtasi penyediaan. rumah yang layak huni bagi masyarakatyang terkena relokasi prograni peirerintah Daerah.

3. pendampingan/pembinaan;
b. pembimbingan;
c, penSruluhan;
d. pelayanan informasi; dane. bantuan teknis.

(3) Bantuan teknis sebag,rimana dimaksud pada ayat (21 huruf emeliputi:

3. ggndamningan penggantian kerugian;b. penJrusunan rencana t rpak dai pirr5ru"urran rencana teknis(Detait Ensineerirq *siint osDt-;Lah d;il-;;*":t";rumah khusus;
c. pembangunan rumah susun umum:d. pembangunan rumah t*r""""Ja-""7lt 

"e. pengadaan tanah. bagi masyaraklt i""t"rr. relokasi programPemerintah Daerah.

(a) Mutu .Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis pelayanan Dasarsebagaimana dimaksud peg" rv*-trJ;;; st"ra;i;k"i"-$ilperumahan rakyat yang pating slaifit'*"*u.t,a. puty pelayanan dasar penyediaan aan nr1yki1;;ilbasiro,uaf, --ui,,c-fri'ffiilTt#filH**,Ifff
,^ :l191i1r-t* dan kualitas peraya"ariaa"*;o. s[anoar Jumlah sebegaimana dimaksud pacia. huruf a berupasetiap unit rumah- rus--ak .tiU"r G*.". sesuar dengan rencanajumlah unit rumah..ru""k- y"rrt .6;;;gani dalam dokumenrencana aksi rehabilitasi din rEkonstrui"i.
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c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditentukan. berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan
kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;

d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni bag masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah meliputi
pelayanan dasar;

e. standar jumlah

standar jumlah dan kualitas

dimaksud pada huruf b berupa
setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah
rencana fasilitasi dan penyediaan nrmah layak huni yang akan
ditangani; dan

f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b
ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan
kuditas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah
layak huni.

(5) Penerima Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) yaitu Warga Negara dengan
ketentuan:
a. korban bencana linglup kabupaten yang memiliki rumah

terkena dampak bencana unttrk Jenis Pelayanan Dasar
penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana; dan

b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program
Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah.

(6) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM perumahan
rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perumahan rakyat.

Bagran Keenam
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum
dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umurn, berupa

pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
b. sub urusan kebakaran, berupa pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban kebakaran; dan
c. sub urusan bencana, berupa:

1. pelayanan informasi rawan bencana;
2. pelayanen dan kesiapsiagaan terhadap

bencana; dan
3, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

a_



memuat:
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia;

dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Muhr Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

(2) Mutu
dimaksud pada ayat (

ketertiban umum dan

a. sub urusan
1. standar

3. standar
anggota

4. standar

Dasar untuk jenis Pelayanan Dasar sebagaimana
1), sesuai Standar Teknis SPM ketentraman,

masyarakat yang paling sedikit

dan ketertiban umllrn, memuat:
prosedur Satpol

Perah.rran Daerah dan

2. standar sarana prasarana Satpol PP;
kapasitas anggota Satpol PP dan

dan
yang terkena dampak gangguan

dan umum akibat
hukum terhadap
Peraturan Bupati.

b. sub urusan kebakaran, memuat:
1. tingkat waktu tanggap lrcqtonse tim) L5 (lima belas) menit

sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;

2. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan
dan evakuasi;

3. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi;

4. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/
sumber daya manusia;

5.

6.

pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi
warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan

dan evakuasi bagi Warga Negara
yang kebakaran.

c, sub urusan bencana, memuat:

sarana prasafana
kapasitas sumber daya manusia; dan

Warga Negara yang berada di kawasan rawan
bencana dan yang menjadi korban bencana; dan

(4) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum se
dalam ayat (1) huruf a, yaitu setiap Warga Negara yang terkena
dampak gangguan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan
masyarakat akibat hukum terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan kriteria:
a. mengalami kerugian materil dan/ atau cidera fisik akibat

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
b. berada pada jarak antara O (nol) sampai dengan 50 (lima puluh)

meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati.

1

2
3
4
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(5) Penerima Pelayanan Dasar unhrk Jenis Pelayanan Dasar pada sub
urusan kebakaran sebagaimsna dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

(6) Penerima Pelayanan
sub urusan bencana

atau
dan

dimaksud dalam ayat (1) huruf c

yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran
kebakaran untuk jenis

evakuasi korban kebakaran di Daerah.

Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada pada

yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana
dan yang menjadi korban bencana di Daerah.

(7) Standar Teknis Mutu Dasar pada SPM bidang
ketertiban umum dan perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Peraturan
Menteri yang urusan dalam
negen.

Bagran Ketujuh
SPM Sosial

Pasal 14

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial se
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar

panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial

dan pengemis di luar panti; dan
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis yang
paling sedikit memuat:
a, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia

kesej ahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

dimaksud

disabilitas telantar untuk Jenis Dasar
rehabilitasi sosial dasar
panti;

penyandang disabilitas terlantar di luar

anak telanter untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial
dasar anak terlantar di luar panti;

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan
ketentuan:
a.

b.

@



c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pela5ranan Dasar rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

d. gelandangan dan pengemis untrrk Jenis Pelayanan Dasar
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial
dan pengemis di luar panti; dan

e. korban bencana di Daerah unhrk Jenis Pelayanan Dasar
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.

(a) Standar Teknis Mutu Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Dasar pada SPM sosial
pada Peraturan

Menteri yang
sosial.

urusan pemerintahan di bidang

BAB IV

PENERAPAN DAN PEMENUHAN SPM

Bagan Kesahr
Tahapan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
bagi Warga Negara yang berhak Pelayanan Dasar

Dasar dan Mutusecara minimal sesuai dengan Jenis
Pelayanan Dasarnya.

Pasal 16

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:
a.
b.
c.
d.

data;
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

penlrusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
pemenuhan Pelayanan Dasar,

a



Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 17

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa dasar secata
minimal sesuai dengan Jenis Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk
Penerapan SPM pendidikan lingkup kabupaten mencakup
jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara 5rang
berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar
secara minimal; dan

b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah
sarana dan prasarana yang tersedia.

(21 dan dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian
target 1OO7o (seratus persen) dari target dan Indikator
layanan setiap tahun.

(3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-
masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam yang bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai jenis SPM.

(5) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan sistem informasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 18

(1) kebutuhan Dasar
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditakukan dengan
selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang

dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah
barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih
antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana
yang tersedia.

a



(2t Perangkat Daerah pengampu SPM selisih kebutuhan
terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau
prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu
Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

ayat (21 diperoleh dari
Usaha Milik Daerah,

dan/atau Pemerintah

(3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada
pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan
lemboga
Daerah,

(4) Hasil dimaksud pada ayat (1)

untuk kebuhrhan
Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah p€ngampu SPM menghitung Warga Negara
barangPelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh

dan/ataujasa yang telah tersedia'

(2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau
dljangkau sendiri;

c. kondisi bencana; dan/atau
d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi

sendiri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 2O

(1) Pemerintah Daerah rencana Pelayanan
Dasar sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) yang
dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

(21 Daerah pengampu SPM
rlencana berdasarkan penghitungan
kebutuhan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) ke dalam Renstra
PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah sattr tolok
ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

e



(1) Penyusunan rencana
dalam dokumen RPJMD se

ayat (1) dilakukan pada saat

Pasal 21

pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat
dimaksud dalam Pasal 2O
meliputi:

b.

c,

a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian
oleh Pemerintah Daerah;

yang diperuntukkan bagi

keuangan Daerah serta kerangka
dikaitkan dengan besaran anggaran
pemenuhan Kebutuhan Dasar;

dan isu strategis Daeratr, khususnya dikaitl€n
dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan

pemenuhan Kebutuhan Dasar;
e. kerangka pembangunan dan program

Daerah, khususnya dikaitkan dengan program
Daerah dan pendanaan yang diperunhrkkan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar; dan

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya
dikaitt<an dengan Indikator Kinerja Daerah dalam
pemenuhan kebutuhan dasar.

dikaitkan dengan
Kebutuhan Dasar

Dasar yang dimuat
dalam Pasd 20 ayat

Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
d. strategi, arah kebljakan dan Program pembangunan Daerah,

khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebiiakan dan merumuskan program dalam

(2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan
dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
(l) dilakukan pada saat Perumusan meliputi:
a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan

dan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebuhrhan Dasar;

b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan
Kebutuhan Dasar;

c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam
rencana kerja tahunan;

d, rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan
sumber yang disusun dalam
pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan

e. Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya
dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian
pemenuhan Kebutuhan Dasar.



(3)

(4)

rencana Pelayanan Dasar yang dimuat
dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O
ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a. gambaran pelayanan Daerah, dikaitkan

dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah,

dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat
Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;

c. tujuan dan sasaran, dikaitkan dengan
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan
Dasar;

d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
dan isu strategis ddam

pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
e. rencana Frogram dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya

dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif
yang disusun dalam

pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
f. Kinerja penyelenggaraan bidang rlrusan, khususnya dikaitkan

dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar.

nTafd,ITfd pemenuhan Pelayanan Dasar
yang dimuat dalam dokumen Renja PD dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

dan sumber

a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dikaitkan
dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan
Dasar;

b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan keb[iakan Daerah dalam
pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana
indikatif dan sumber yang disusun dalam
pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Pasal22

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Program dan
Kegiatan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen
RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(2) Perangkat Daerah anggaran Program dan
Kegiatan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam
dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program
dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

e



(4) Dalam memastikan anggaran Program dan Kegiatan didasarkan
pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagran Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 23

(1) Pelaksanaan
dalam Pasal

pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
16 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan lf-irddard

pemenuhan Pelayanan Dasar s- dimaksud dalam Pasal
2O ayat (1).

(2) Perangkat Daerah dan Kegiatan
Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan
Kegiatan berdasarkan data jumlah
diperoleh setiap tahunnya.

Dasar yang

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pemenuhan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) beruPa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dibutuhkan dan/atau melakukan
dengan ketenhran peraturan perundang-

kerja sama Daerah sesuai

(2) Dalam pelaksanaan
Negara se
Daerah dapat:
a. membebaskan biaya untuk

pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga
dimaksud datam Pasal 19 ayat (1) Pemerintatt

memenuhi kebutuhan dasar bagi
Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara
minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau
tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

dan/atau
b. bantuan berupa bantuan hrnai, bantuan barang

dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

(3) barang dan/atau jasa yang dibutuhkan
dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis
SPM.

(a) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan
Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada:
a. APBD yang dialokasikan pada Perangkat Daerah yang

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar; dan/ atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilakukan oleh Bupati.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.

(3) Hasil dan evaluasi dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Tim Penerapan SPM.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

VI

ketentuan
dan pengawasan

Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PEI.APORAN

Pasal2T

(f) Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM melaporkan
SPM kepada Bupati paling lambat 2
anggaran berakhir atau sewakhr waktu bila diperlukan.

(dua) bulan setelah

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
Daerahbahan penyusunan laporan Penerapan SPM Pemerintahan

yang dimuat dalam Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Materi muatan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat l2l paling sedikit memuat hasil, kendala dan
ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

L



(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan sebagai
bahan pelaporan Penerapan SPM oleh Bupati kepada Gubernur
Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direkhrr Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan
oleh Pemerintah Daerah untuk:
a. penilaian kinerja Perangkat Daeratr;
b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
c. penyempurnaan kebliakan Penerapan SPM dalam perencanaan

dan penganggaran pembangunan Daeratr

(6) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten hrrworejo.

Ditetapkan di hrrworejo
pada tanggal 8 firli 2019

BUPATI PURWOREJO,I

Diundangkan di hrrworejo
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PURWORE.IO,

$selo RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORRIO
TAHUN 2019 NOMOR 32 SERI E NOMOR Z3
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PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 32
TENTANG
PEDOMAN
STANDAR PEI,AYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE.'O

FORMAT I,,APORAN PENERAPAN SPM
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA I"AYANAN SETIAPTAHUN

I. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan
atau dasar pertimbangan mengapa Daerah
memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah

B. Dasar Hukum
Dasar hukum menyebutkan
yang melandasi atau menjadi dasar
Pemerintahan Daerah.

Penerapan SPM oleh

C. Kebljakan Umum
Kebijakan umum menggambarkan kebdakan umum Daerah
yang dimuat dalam rencana penerapan dan SPM
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.

D. Arah Kebljakan
Arah kebiiakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang
telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun
anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang
dituangkan dalam Kebiiakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Bidang Urusan
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang
menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasaryang telah
ditet4pkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah Jenis Pelayanan Dasar yang

oleh Pemerintahan Daerah yang telah
ditetankan SPM-nya oleh Pemerintah.



3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM seLama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya'

4. Realisasi
Realisasi adatah target yang dapat dicapai atau di
realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingfunnya dengan renoana
target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan
Daerah yang bersangkrtan.

5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak
langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah,
yang bersumber dari:
a. APBD;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

6, Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM.

7. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan perrnasalahan
yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-
langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B, Bidang Urusan Kesehatan
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat
F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan
pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP



II. TARGEf, DAN INDIKATOR PENERIMA I"AYANAN SPM

A. SPM PENDIDIKAN

B. SPMKESEHATAN

No
Jenis Pelayanan

Dasar
Indikator Target

Capaian

1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga
Negara Usia 7-15
tahun yang
berpartisipasi dafam
pendidikan dasar

lOOo/o

iMt SMP
2 Jumlah Warga

Negara Usia 7-18
Tahun yang belum

LOOo/o

Kesetaraan

pendidikan dasar
dan atau menengah
yang
dalam
kesataraan

3 Pendidikan Anak Jumlah Warga
Negara Usia 5-6
Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan anah
usia dini

100o/o

Usia Dini

Batas
Waktu

Setiap
Tahun

Setiap
Tahun

Setiap
Tahun

No
Jenis Pelayanan

Dasar
Indikator Pencapaian

Target
Capaian

Batas
Wsktu

1 Jumlah lbu Hamil lOOo/o Setiap
TahunKesehatan Ibu

Hamil
yang

kesehatan
2 Jumlah Ibu Bersalin 100% Setiap

TahunKesehatan Ibu
Bersalin

yang
kesehatan

3 Pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru Lahir

Jumlah Bayi
Lahir yang

LOOo/o Setiap
Tahun

kesehatan
4 Jumlah Balitayang lOOo/o Setiap

Tahunkesehatan balita
kesehatan



No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian

Target
Capaian

Batas
\[Iakh-r

5. Pelayanan
kesehatan pada

Jumlah Warga
Negara usia

lOOo/o Setiap
Tahun

usla dasar
dasar yang mendapatkan

kesehatart
6 Pelayanan

kesehatan pada
Jumlah Warga LOOo/o Setiap

TahunNegara usira
uFir. yang mendapatkan

kesehatan
7 Pelayanan

kesehatan pada
usia lanjut;

Jumlah Warga
Negara usia lanjut
yang mendapatkan

LOOo/o Setiap
Tahun

kesehatan
rn Pelayanan

kesehatan
penderita hipertensi

Jumlah Warga LO@/o Setiap
TahunNegara

hipertensi yang

kesehatan
9 Jumlah Warga

Negara penderita
diafutes mr,llifrls
yang mendapatkan

LOOP/o Setiap
Tahunkesehatan

penderita diabetes
melitus

kesehatan
10. Pelayanan

kesehatan orang
dengan gangguan

Jumlah Warga
Negara dengan
gangguan jiwa berat
yang terlayani
kesehatan

IO0P/o Setiap
Tahun

iwa berat

11. Jumlah Warga
Negara terduga
tuberculosis yang

LOOo/o Setiap
Tahunkesehatan orang

terduga
hrberkulosis

kesehatan
t2. Pelayanan

kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (Human

Jumlah Warga
Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahlran daya
tahan tubuh
manusia (Human

lOOo/o Setiap
Tahun

Virus) yang
Virusl

kesehatan



C. SPM PEKER.JAAN UMUM

D. SPM PERUMAHAN RAI(YAT

No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian Target

Capaian

lOOo/o

Waktu

Setiap
Tahun

Setiap
Tahun

lOOo/o

1 Penyediaan dan
rehabiitasi rumah
yang layak huni
bagi korban
bencana di Daerah

Jumlah Warga
Negara korban
bencanayang
memperoleh rumah

huni
2 Fasilitasi

penyediaan rumah
yang Layak huni
bagi masyarakat
yang terkena
relokasi program
Pemerintah Daerah

Jumlah Warga
Negara yang terkena
relokasi akibat
program Pemerintah
Daerah yang

fasilitasi
penyediaan rumah
yans layak huni

E. SPM KEf,ENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian

Jumlah Warga
Negarayang
memperoleh layanan
akibat dari
penegakan hukum
Peraturan Daerah
dan Peraturan

Target
Capa.ian

lOOo/o

$raktu
Capaian

I
ketentraman dan
ketertiban Umum

Setiap
Tahun

No Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Target
Capaian

Jumlah Warga
Negarayang

l OOo/o

Kebutuhan pokok
air minum sehari-
hari pokok air

minum sehari-hari
Jumlah Warga
Negara Srang

lOOP/"

atr layanan
limbah anr

limbah domestik

Batas
Waktu

Setiap
Tahun

1

2 Setiap
Tahun

e_



No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapa.ian Target

Capaian Wakhr

2 Jumlah Warga
Negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana

lOOo/o Setiap
Tahuninformasi rawan

bencana

3 Pelayanan Jurnlah Warga
Negarayang

LOOo/o Setiap
Tahundan

terhadap bencana
layanan
dan

bencana
4 Jumlah Warga

Negara yang
lOOo/o Setiap

Tahundan
evakuasi korban
bencana

layanan
dan

evakuasi korban
bencana

5. Jumlah Warga
Negarayang

LOOo/o Setiap
Tahundan

evakuasi korban
kebakaran

layanan
dan

evakuasi korban
kebakaran

F. SPM SOSI.AL

No Jenis Pelayanan
Dasar

Rehabilitasi sosial
dasar penyandang
disabilitas telantar
di luar panti

Rehabilitasi sosial
dasar anak
telantar di luar

Rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia
terlantar di luar
panti

Indikator Pencapaian

Jumlah Warga Negara IOOf/o
disabilitas

rehabilitasi sosial di
hrar ti
Jumlah anak t€lantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosid di
luar
Jumlah Warga Negara
lanjut usia terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar

Target
Capaian

Batas
Waktu

1.

2

Setiap
Tahun

Setiap
Tahun

Setiap
Tahun

3

l0Oo/o

lOOo/o

&-



No

4

5

Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Fencapaian

Jumlah Warga Negara, LOOo/o

Target
Capaian

Batas
Walfir

Setiap
Tahungelandangan dan

pengemis yang

rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial di
luar
Jumlah Warga Negara
korban bencana di
Daerah yang
memperoleh

dan

LOOo/o Setiap
Tahun

aminan sosial

Rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial

gelandangan dan
pengemis di luar
panti

Perlindungan dan
jaminan sosial
pada saat tanggap
dan pasca
bencana b"€I
korban bencana di
Daerah
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